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Sanbutan

Plt. Direktur Jenderal KelembagaanIPTE dan Dikti

Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan
pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tehun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengamanatkan agaPendirian, Perubahan, dan
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Rerubahan, dan Pencabutan Izin
Peguruan Tinggi Svada diatur dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
Pendidikan Tinggi.

Pada tanggal 16 Kdober 2018 amanat UU Dikti tersebut telah diwujudkan dengan penetapan
PerMenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Nec
Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sementara itu, Surat Edaran Menristekdiktitanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/ SH IX 2016 Tentang
Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Rembukaan Program Sudi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1
Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruaggi swasta baru dan
pembukaan program studi sebagai berikut

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggamak@endidikan akademik (Universitas/
Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan ratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;

2. Pendrian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;

3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bisieiegce, technology, engiereng,
dan mathematic (STEIM)

4. Pendirian perguruan tinggi dgpembikaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2
dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:

a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

BerdasarkarPerMenristekdiktitersebut di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti maka
para Badan Penyelengganaerlu dipandu dalam memenuhipersyaratandan prosedur pendirian dan
perubahanperguruan tinggi swasta serta pembukaan program studipada perguruantinggi.

Denganmemenuhi semua persyaratan dan prosedur yangtelah ditetapkan, diharapkan usul sebagaimana
dimaksud di ataslapat diproses searatepat waktu, sehinggaerguruantinggiswastayang &andidirikan
atau diubahmaupun program studi yangakandibuka, mampuberkontribusipositif dalam penyelenggaraan
pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atasperhatian semua pihak, kami sampaikan terimakasih.

Jaarta, 15 Januark019
Plt. DirekturJenderal Kelembagaan IPTEKdan DIKT

TTD

Patdono Suwignjo
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Pengantar

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Sepanjang tahun 2018 telah diprosesberbagai usul pendirian danperubahan perguruan
tinggi swasta serta pembukaan program studi pada perguruan tiggi. Pengalaman
menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur yang diterapkan telah mampu
meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut. Tentu saja masibkerdapat berbagai
0 hal yangdapat dikembangkan lebih lanjutagarmampu mempersingkat waktu pemrosesan
ESiad usul yang diajukan.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisens pemrosesan usul yang diajukan, telah diterbitkan
PerMenristekdiktNo. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Nege
Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Rerguruan Tinggi Swasta

Proses administrasi pendirian darperubahan perguruan tinggi swasta serta pembukaan program studi
pada perguruan tinggiyang telah dilakukan secara daring atau online sejak Jauari 2015 mash tetap
dilanjutkan, sehinggaselain dapa mengurangiwaktu, biaya, dan tenaga juga diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku YPersyaratan dan Prosedur Pendirian dan PerubaharPerguruan Tingg Swasta Serta
Pembukaan Program Studi pada Perguruan TiGgignaksudkan untuk memandupara pihak yang &an
mengusulkan pendirian danperubahan perguruan tinggiswasta serta pembukaan program studi pada
perguruan tinggi Adapun persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pada pendirian dan
perubahan perguruantingg swastguga terdapat di dalam buku ini

Atasbantuan dan kerja kerassemua pihak dalampenerbitan buku ini, sayamenyampaikan penghargaan dan
terimakagh.

Jé&arta, 15Januar019

Direktur Pengembangan Kelembagaan Rerguruan Tinggi

TD

Ridvan Anzib



Persyaratan dan Prosedur Pendirian daen&eRerguruan Tinggi Swsesta Pembukaan Program Studi pada Perguruan “

Daftar Isi
halaman
Sambutan I
Pengantar [l
Daftar Isi Il
Bab | Pendahuluan 1
1. Latar Belakang 1
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi é&meditasi Minmum 1
3. Pendiriandan Perubaharerguran ThggiSwasta 2
4. Pembukaan Program Stydida Peguruan Tinggi 3
Bab Il Pendirian Perguruan Ting@wasta 4
1. PengertiarPendirian Perguruan Tinggwasta 9
2. Persyaratan Pendirian Perguruan Tinggasta 5
3. ProsedurPendirian Perguruan Tinggwasta 8
Bab 11l Perubahan Perguruan Ting8wasta 10
1. PengertiarPerubahan Perguruan Tindgivasta 10
2. PersyaratarPerubahan Perguruan Ting§wasta 15
3. ProsedurPerubahan Perguruan Tindgjvasta 17
4. Insentif untuk Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tawgagta 23
BablV Pembukaan Program Stugiada Perguruan Tinggi 26
1. Pengetian Pembukaan Program Stugiida Peguruan Tinggi 26
2. Persyaratan Pembukaan Program Spatia Peguruan Tinggi 26
3. Prosedur Pembukaan Program Stpdda Peguruan Tinggi 29
BAB VDokumen Pendirian dan Perubahan Perguruan Tirggash SertaPembukaan
Program Studpada Perguruan Tinggi 33

1. Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Ting@0

2. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Programgtddi
Perguoan Tinggi 00
Lampiran 88

*kkkkkkk



Persyaratan dan Prosedur Pendirian daen&eRerguruan Tinggi Swsesta Pembukaan Program Studi pada Perguruan

Bab |
Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undddgdang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)
telah menetapkan pola baru dalam perizinan peiah perguuan tinggi dan pembukaan program studi.

Sebelum UU Dikti ditetapkan, baik izin pendirian pergaorirgggi maupun izin pembukaan program studi,
diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan
berdasarkan peaturan perundangundangan. Kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana
ditetapkan dalam surakeputusan izin tersebut (khususnya izin program studi), perguruan tinggi wajib
meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan TEAEPT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pendirian perguruan tinggi diterbitkan Menristekdikti apabitegario
pendirian perguruan tinggi telah memenytersyaratin minimum akreditasi institusDemikian pula, izin
pembukaan program studi akan diterkén Menristekdikti apabila proposal pembukaan program studi
tersebut telah memenuhpersyarain minimum akredasi program studi

Dengan demikiarsetelahMenristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi,
maupun izin pembukaaprogram stuli, BANPT atal_embaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggiv
PT)terkait akanmeregistrashasil evaluagpemenuhanpersyaratin minimum akrelitasi dari perguruan
tinggi yang akan didirikamtau diubahdan/atau program studi yang akan dikauk

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Akreditadinimum

Sebelum UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program stu
didasarkan pada standar yang diatur dalam Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pecnadigiark
Perguruan Tinggi.

Setelah UU Dikti berlaku, penerbitaimipendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program studi
didasarkan pad&tandar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Diképagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat
(1) huruf a dan ayat (2)U Dikti yag menyatakan sebagai berikut:

w Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun d.
mengembangkan SN Dikii;

w Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pandiditamltah
dengan standar penelitian, datasidar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentar
Stardar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 50 Tah@nr2dtand”erubahan Atas
Peraturan Menteri Ret, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Stande
Nasional Pendidikan Tinggi.

Adapun tentangAkreditasi Minimum telah diatur dalamPasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
Permenristekditi No. 32Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tabggai
berikut:

(1) Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapagkaeditasi minimumpada saat memperoleh
izin dari Menteri.

(2) Persyaratarakreditasi minmum sebagaimaa dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh LAM untuk
Program Studi dan BART untuk Perguruan Tinggi.

(3) Akreditasi minimumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Untuk mendapatkan Akreditasi Minimum tersebperguruan tingi atau prgram studi yang diusulkan
harusmemenuhi standar minimum akreditasatau memenuhi persyaratan minimum akreditasyang
dimuat dalam Instrumen PemenuhanSyarat Minimum Areditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen
Pemenuhan Syaravlinimum AkreditasiProgram Sudi.
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3. Pendiriandan Perubahan erguruan Tinggbwasta

Pengaturan pendirian perguruan tinggi dapat ditemukan dalam Pasal 60 ayat (1), (2) dan ayat (4) UU D
yang menetapkan sebagai berikut:

w Ayat (1): PTN didirikan oleh Pemerintah.

w Ayat (2): PTSlidirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan pemgdara berbadan hukum
yang berprinsip nirlaba dan wajib memperolein Menteri.

w Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikeamus memenuhi standar minimum akreditasi
Mengenaiperubahan (khusus FS) diatur dalam Pasal 60 ayat (6) yaremetapkan sebagai berikut:

1 Ayat (6): Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan &leinteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangindangan

Sedangkan pengaturan pembukaan program studi dapat dikem dalanPasal 33 ayat (3) dan ayat (5)
UUDikti yang menetapkan sebagai berikut:

w Ayat (3): Program Studi diselenggarakan &asMenteri setelah memenuhi persyaratan minimum
akreditasi

w Ayat (5): Program Studiendapatkan akreditasi pada saatemperoleh zin penyelengaraan.

Secarggaris bear, pendirian perguruan tinggwastatermasuk pembukaan program studi di dalamnya
diusulkan olehBadan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba kepada Menristekdikii
dengan mengajukan uspendrian perguuan tinggiyang memuat pemenuhan semua persyaratan yang
diuraikan di dalam buku ini. Sedangkan pembukaan program stperduruan tinggyang sudah berdiri
diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi tersebut kepada Menristekdikti dengan meagajusgul
pembukaan prgram studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yagay diuraikan di dalam
buku ini (mengenai hal ini akan diuraikpadaangka 4 di bawah ini).

Kelengkapardan kebenararpersyaratan tersebut akan menentukan pemenulpansyaragin minimum
akreditasi dariperguruan tinggiswastayang akan didirikan, atau pemenuhg@ersyaraan minimum
akreditasi program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyarat:
minimum akreditasi pendiriaperguruan tinggswastadan penenuhan pergaratan minimum akreditasi
pembukaan program studdilakukan Ditien Kelembagaan Iptek dan Dikdan Lembaga Layanan
Pendidikan TinggLLDIKTI)

Demikian pula proposal perubahaerguruan tinggswastaharus diajukan Badan Penyelenggara kepada
Menristekdkti dengan memenuhi semua persyaratan yasgma dengan persyaratan pendirian
perguruan tinggiswasta slanjutnya dilakukan evaluasi pemenuhparsyaraiin minimum akreditasi
olehDitjen Kelembagaan Iptek dan Di#an LLDIKTI

ApabilaDitjen Kéembagaan ptek dan Diktimemberikan rekomendasi bahwgersyaratan minimum
akreditasi untuk pendirian atau perubah perguruan tinggswastadan pembukan program studielah
dipenuhi, maka Menristekdikti menerbitkan izin pendirian atau perubagberguruantinggi swasta/izin
pembukaanprogram studitersebut. Kemudian BANPT dan/atau LAM akan meregistrasi pemenuhan
persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian atau perubahan perguruan tinggi dan pembukaat
program studi.

Dalam hal dilakukan perubahgerguuan tinggiswasta maka evaluasi kecukupan tentangnpenuhan
persyaratan minimum akreditasi hanya dilakukan terhadap program studi baru yang akan dibuka ate
ditambahkan, sedangkan terhadap program studi yang telah memiliki status akreditasi dan peringk:
terakreditasi dari BANPT atau LAM tidak dilakukarnvauasi kecukupan lagi. Status akreditasi dan
peringkat terakreditasi dari program studi tersebut tetap berlaku sampai dengan akhir masa berlakuny
status akreditasi dan peringkat terakreditasi prograndsterselut, sebagaimana telah ditetapkan oleh
BANPT atau LAM.

Terhadap pembukaan program studi baru paglerguruan tinggiswastayang telah ada dantidak
menyebabkan perubahabentuk perguruan tinggswastatersebut, akan dilakukan evaluasi kecukupan
untuk progam studi terkait saja.
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Baik prosedur pendirian atau perubahgerguruan tinggiswastayang disertai dengan pembukaan
program studi baru, maupun pembukaan program studi pada perguruan tawgggtayang telah ada
(yang akan diraikanpadaBab IV), dilakukan secaralaringatauonline.

4. Pembukaan Program Studi

PadaBab IVakan duraikan pembukaan program studi perguruan tinggswastayangtelah berdiri
(penambahan jumlah Program Studi pada perguruan tisggistayangtelah ada)

Sebagairana telah ckemukakan di atag?asal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti menetapkan

w Ayat (3): Program Studi diselenggarakan &asMenteri setelah memenuhi persyaratan minimum
akreditasi

w Ayat (5): Program Studiendapatkan akreditasi pada saat mgperoleh iazn penyelenggaraan

Secara garis besar, pembukaan program studi di peeguitinggi yang telah berdiri diusulkan oleh
pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, Direktkepada Menristekdikti dengan mengajukan usul
pembukaan program stugiangmemuat pem@&uhan persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini.

Kelengkapan dan kebenargmersyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum
akreditasi dariprogram studiyang akan diuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan perstgara
minimum akredtasi pembukaan program studlilakukan olefDitjen Kelembagaan Iptek dan Dikiian
LLDIKTI

ApabilaDitjen Kelembagaan Iptek dan Diktiemberikan rekomendasi bahwa persyaratan minimum
akreditasi untuk pembukaan program studi telah dipenumaka Menristeklikti menerbitkan izin
pembukaarprogram studi tersebut.

Terhadap pembukaan program studi baru pada perguruan tisggistayang telah ada dan tidak
menyebabkan perubahan bentuk perguruan tinggiastatersebut, akan dilakukan evaluasi kecukopa
untuk pragram studi terkait saja.

Prosedur pembukaaprogram studipada perguruan tinggwastadilakukan secardaringatauonline.

*kkkkkkk
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Bab Il
Pendirian Perguruan Ting§@wasta

1. PengertianPendirian Perguruan Ting@wasta

Pendirian Rrguruan Tinggi Swasta (PTS)merupakan pembentukaiPTSoleh Badan Penyelenggara
(yayasan, perkumpulan, persyarikatan, géjhg dapat berbentuk:

a. Universitas yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dap:
menyelenggeakan pendiikan vokasi, dan/atau profesi dalaberbagairumpun ilmu gngetahuan
dan teknologi, melalui:

1. Program Sarjana;

Program Magister;

Program Doktor;

Program Diploma Tiga;

Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
Program Magister Terapan;

ProgramDoktor Teapan; dan/atau

8. Program Profesi;

Noabhwn

yang terdiri atas paling sedikit (lima) Program Studpada program sarjangang mewakilB (tiga)
Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang
meliputi pertanian, asitektur dan perencanaan, teknik, kehutanatan lingkungan, kesehatan, dan
transportasi, sert& (dua) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun
ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keldarggonsuma,
olahraga, jurnalistik, medimassa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer,
administrasi publik, dan pekerja sosial;

b. Institut, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dap
menyelenggrakan pendlikan vokasi dan/atau profesathmsejumlahrumpunilmu pengetahuan dan
teknologi tertentu, melalui:

Program Sarjana;

Program Magister;

Program Doktor;

Program Diploma Tiga;

Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
Program Magister Terapan;

Program Dé&tor Terapan; dan/atau

Program Profesi;

©ONoOGr~LONE

yang terdiri atas paling sedikt(tiga) program studi pada Program Sarjana

c. Sekolah Tinggiyaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dap:
menyelenggarakan pendidikavokasi, dn/atau profesi dalani (satu) rumpunlimu pengetahuan dan
teknologi tertentu, melalui:

Program Sarjana;

Program Magister;

Program Dokr;

Program Diploma Tiga;

Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
Program Magister Terapan;

ok E

yang terdiri @as palingsedikitl (satu) program studi pada Program Sarjana

d. Politeknik, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dap:
menyelenggarakan pendidikan profesi daldmarbagai rumpun ilmu gngetahuandan teknologi,
melalui:
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Program Dploma Satu;

Program Diploma Dua;

Program Diploma Tiga;

Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;
Program Magister Terapan;

Program Doktor Terapan; dan/atau

7. Program Profesi

ok wdpE

yang terdiri atas paling sedilt (tiga) program studi padamgram Dipbma Tigadan/atau Program
Diploma Empat atalBarjana Terapan

e. Akademj yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasildgdata) atau
beberapa cabangmu pengetahuan dameknologi tertentu, melalui:

1. Program Diplora Satu;

2. Pragram Diploma Dua,;

3. Program Diploma Tigdan/atau

4. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;

yang terdiri atas paling sediKit(satu) program studi pada Program Diploma Tiga

f. Akademi Komunitas yaitu Perguruan Tinggiang menyelenggarakanepdidikan wkasi program
diploma satuwlan/atau program diploma dua di daerah kabupaten/kota yang berbasis keunggulan loka
atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

2. PersyaratanPendirian Perguruan Ting@wasta
PersyaratampendirianPTSerdiri atas:
a. BadanPenyeleggarapendirian perguruan tinggiwastaadalah:
1 Badan Penyelemgra yang telah memenuhi legalif@agbagai berikut

1. Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pern:
dilakukan grubahan);

2. Memiliki surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggare
sebagai badan hukum, misaln@aratKeputusan Menkumham untuk Yayasan;

b. MemperolehRekomendasi tertulis dakiLDIKTimasaberlaku rekomendagaling lamal tahun sejak
rekomendasi ditandatangma) setempat yang berisi

1 Rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayBitKTiempat PTS akan didirikan,
atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirik
rekomendasi diminta darLLDIKTdi wilayahBadan Penyelenggara berdomisili;

1 Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam Pendirian PTS tersebut
wilayahLLDIKTIdan

1 Tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Siydikgandibuka.

c. Dosen untuk 1 (sajyorogram studi paling sedikit berjumlah:

1. 5 (lima) oranglosen tetappada Program Diploma atau Program Sarjana pada Universitas, Institut,
Sekolah Tinggi, Politeknik, dAkademi;

2. 2 (dua) oranglosen tetappadaAkademiKomunitas;
denganketentuan:

1. Palingrendah berijazah:
a) Magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan
b) Magister atau yang setara untuk program sarjana;
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan programysitugliakan
diusulkan;

2. Berusia palng tinggi 58 (lima puluh delapan) tahpada saapengusulampendirianperguruan tinggi
swasta
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3. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkigkivalensi Waktu Mengajar Pend&WMB, yaitu 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggui;

Belum memiliki Nomo Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Bukan pegawai tetap pada instansidai

N o g A

BukanAparatur Sipil Negara,
Calon dosen harus membuat surat pernyataandaiaan menjadi Dosen tetap PTS yang akdmmikan.
d. 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi patademi komunitaglengan ketentuan:

1. Paling rendah berijazah Diplonfaga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau
pengalaman mengayj paling sedikit 5 tahun pada kompetessbidang;

2. Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling renda
setara dengan lulusan Progra®arjana Terapan atau Program Sarjana;

3. Sbagai tenaga yang mendapat pengakuan daosiasi bidang keahliannya yang setdemgan
angka 1 atau angka 2; atau

4. Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
5. BukanAparatur Sipil Negara (untuk PTS);
e. Lahan untuk kampus perguruan tinggi yang adtiiirikan memiliki luas palingedikit:
A 10.000 (sepuluh ribu) Auntuk Universitas;
A 8.000 (delapan ribu) Auntuk Institut;
A 5.000 (lima ribu) runtuk Sekolah Tinggi, Politek, Akadematau Akademi Komunitas

dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangun&a) &lak Pakai atas nama Badan Penyelenggara,
sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau HalaRakai
(satu) wilayah kecamatanDalam haluas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud di atas
tidak dapat dipenuhi, Meteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.

Dalam hal status lahan untuk kampus PTS belum atas nama Badan Penyelanggara, Ba
Penyelenggara dapat menggunakkian ats nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa
menyewa dengan hak membeli pertankali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa
menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjiarsEwawa
ditandatangani.

f. Telahtersediasarana dan prasaranatuk perguruan tinggswastayang akan didirikaterdiri atas:
1. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satw) per mahasiswa;
2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empaf)par orang;
3. Ruang administrasi dan kantor palisedikit 4 (empat) rhper orang;
4

. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratu®) tetmasuk ruang bacayang harus
dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;

5. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian skebatuhan setiap
Program Sidi;

6. Bukupaling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengkmdpikeilmuan pada
program studi;

kecuali ditentukan lain oleperaturan perundangindangan;

Dalam halarana damprasarana untuk kampus P§8bagaimana dikemukakan di ataslum dapat
dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakananadan prasarana s nama pihak lain
berdasarkan perjanjian sewaenyewa dengan hak membeli pertama kgding dibuat di hadapan
Notaris. Ferjanjian sewamenyewa tersebut berlangsung paling taa 10 (sepuluh) tahun sejak
perjanjian sewamenyewa ditandatangani.
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g. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar

nasional pendidikan togi, yang dibukkan melalui pengisiamstrumenPemenuhan Syarat Minimum
Akreditasi Program Studiihat Bab 1V angka 2 huruf) dan Pernyataan Komitmen Peanuhan Syarat
Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi

. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:

1. Program Diploma yang diselenggarakdniversitas, paling banyaR0 (dua puluh) persendari
jumlah Program Sarjana.

2. Progam Diploma yang diselenggarakan Institut, paling bar8@kiga puluh) persen dari jumlah
Program Sarjana.

3. Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling bayaga puluh) persen dari
jumlah Program Sarjana.

4. Universitas, Institut, da Sdolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak
menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma
Politeknik Akademi, dan/atau Akadeni Komunitas di dalam kota atau kabupaten tempat
Universitas, Institut, dan ®elah Tinggi tersebut berada;

i. Dalam hal Program Studi yang akan dibuka termasuk jenis pendidikan \B&adan Penyelenggara

telah memiliki perjanjian kergama dengan dunia usahdan/atau dunia industri sesuai deay
peraturanperundangundangan tentang:

1. Pemanfaatan tenaga ahfiang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia indystri
2. Pemanfaataniaboratoriumyang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia indystan/atau
3. Tempat magangang disediakan olettunia usaha dan/atau dunia industri;

J. Kurilulum program studdisusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standsional pendidikan

tinggidan ketentuan peraturan perundaagndangan

. Tenaga Kependidikan palingddat berjumlah2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi pada
Program Difpma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, denge
ketentuan:

1. Paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. Berusiapaling tirggi 56 (lima pululenam) tahundan
3. Bersedia bekerja penuh waktu selar@d,5(tiga puluhkoma limg jam per minggu;

Pada pendirian PTNertaga disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdeka
sampai pembentukan PTN batitetapkan

. Organisasi dan tata KerRerguruanTinggimemiliki 5 (lima) unsur, yaitu:
1. Unsurpenyusun kebijakan;

2. Unsurpelaksana akademik;

3. Unsurpengawas dan penjaminan mutu;

4. Unsurpenunjang akademik atau sumber belajar; dan

5. Unsurpelaksana administrasi atau tata usaha.

. Laporan keuangan Badan Penyelenggaratuk PTS)

1. Tanpa audit oleh akuntan pulapabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari
3 (tiga) tahun; atau

2. Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telgtebasolebih dari
3 (tiga) tahun;

. Qrat pernyataan kesanggupan untuk menyediakdana investasi dan dana operasional dari
perguruan tinggi (untuk PT$ang akan didirikan,ang ditandatangani oleh semua anggota organ
Badan Penyelenggara.
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Peringatan

1. Persyaratanhuruf a, huruf c, huruf d, huruf edan huruff merupakanpersyaratan mtlak, artinya
apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka umsium disetujui

2. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan pada
Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (fkserlukan
pembukaan program studi baru) dan Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi
Perguruan Tinggi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara

3. Prosedur Pendirian Perguruan Tinggjvasta

Prosedurpendirian PTSdiawali denganpengajuan permohonan rekomendasi kepadaDIKTdengan
melampirkan dokumen:

a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beseztaus perubahannya (jik pernah dilakukan
perubahan);

b. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Pengetesejgagai badan
hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;

c. Rekam jejakBadan Penyelenggara
d. Tingkatkeberlanjutanperguruan tinggswaga yang akan dibuka
e. Kerja sama dengan dunia usadtau industri untuk program pendidikan vokasi.

Setelah permohonan rekomendasi diterimal LDIKTlakan melakukan evaluasi dan memberikan
rekomendasi jika dinilai telah mesnuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Apabila LLDIKTI memberikan rekomendasi, pendirian PTS akesedgengan prosedur sebagai berikut

FLOWCHART USULAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGG

PENGUSUL DITIEN KELEMBAGAAN LLDIKTI SETIEN
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Keterangan:

1. Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mele
silemkerma.go.id, dengan melampirkan sypatrmohonan akun;
2. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi atas usul akun;
3. Apabila permintaarakun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembal
permintaan akun. Apabila disetujuiakaBadan Penyelenggadapat melanjutkan pses ketahap
berikutnya yaitumengunggah dokumen;
4. Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada &) taliri atas:
a. Surat permohonarzin pendirian PTS kepadéenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
b. Rekomedasi darLLDIKTIdan
c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi dalam bentuk pq
yang telah diisi dan ditandahgani olelBadan Penyelenggafaatuinstrumen untukusulansatu
program studi)
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikirsama Ditjen SDID naddukan evaluadientang pemenuhan
jumlah, kesesuaian kualifikadian bidang ilmwalon doseratau calon dosen dan struktur (khusus
akademi komunitagpada setiap program studi yang diusulkan
6. Hasil evaluasi dmgaimana dimaksud pga angka %li atas
1 Belum disetujuiapabilajumlah dan kesesuaian kualifikasalon dosen atau calon dosen dan
instruktur (khusus akademi kaunitas)pada semua program studi minimal untuk memenuhi
syarat suatu bentuk perguruan tinggvastatidak terpenuhj maka Badan Penyelenggara dapat
mengajukan kembali usulan pendirian PTS sebagaimana tercantum pada angka 4

1 Disetujui, makd8adan Penyelemgradapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya;
7. Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujen Reifembagaan Iptek dan Dikti
memberikand t S NBA S i dz2 dzl ymetalbiBa@ad ailenikéryfadistekdikti.go.id
8. LI oAt YSYLE3# B Kt NB S8I&E S| Yy 2 dzinénggunggh RdrnyatatinS y &
KomitmenPemenuhan Syardlinimum AkreditasPerguuan Tinggi beserta lampirannya;
9. { SASNJI aSisStlr K at SNEbrwezRadzLYDIKTI méRgavaldasi Insttuyied dzi
Pemenuhan Syarat Mininmu Akreditasi Pembukaan Program Stkidiusus kriteria non dosen
1 Apabila hasil penilaiarkriteria non dosen untuk setiap program studi telah memenuhi
persyaratan minimum akreditasi, dan jumlah dan jenis progsandi telah memenuhi syarat
minimum bentuk peguruan tinggi yang diusulkan, maka akan dilakukan evaluasi lapangan

1 Evaluasi lapagan akan dilakukan bersama DIKTtan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.
Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukzaluasipemenuhan Pernyataan
Komitmen Syara Minimum Akreditasi BrguruanTinggi;

10. Apabila hasil evaluasiokumen dan evaluasapangansebagaimaa dimaksud pada angkat®@lak
memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui d@adan Penyelenggardapat
mengunggah kembali usulaari awal (agka 4)

11. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimzddadangka 9
memenuhi persyaratarn,LDIKTdkanmenyampaikarasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagaan Iptek
dan Diktj

12. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikielakukarnvalidasi;

13. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kdgdolaT! untuk
dievaluasi kembali. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Di
mengajukan usul tertulis penerbitan izin pendirian perguruagdiswastakepada Sesjen; dan

14. Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Eémh TinggiSwastamenerbitkan Surat
Keputusan tentang Pendirian PTS

*kkkkkkk
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Bab Il
Perubahan Perguruan Ting§wasta

1. Pengertian PerubahaRerguruan Tinggbwasta

Perubahan perguruan tinggiwasta (PTS)}elah diatur dalam PerMenristekkti No. 51 Tahun 2018
Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan lIzin PTS,
terdiri atas:

Perubahan nam®T$S

Perubahan lokas?TS

Perubahan bentukPTS

Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
Penggabungan 2 (duBR)l Satau lebih menjadi 1 (satlTSaru; dan/atau

Penyatuan dari 1 (satt)TSatau lebih ke dalam 1 (sat&@)T Sain.

Perubahan PT Ssebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f akan diuraikan di bawah ini.

~0o o0 oW

a. Perubahan nama Perguruan Tindgjvasta

Nama perguruan tinggiadalah kataatau frasayangterletak setelah nama bentuk perguruan tingg.
Adapun nama bentuk perguruan tinggi bukan bagan dari namaperguruan tinggiyang bersangkutan,
misahya Universitas Tangkuban Perahu dapat diurai sebagai berikut:

1 Univesitas(namabentuk perguruan tingg,
1 Tangkuban Perahu (kata ataufrasayang merupakan namaperguruan tinggi.

Pada saat ini terdapat nama bentuk perguruan tinggdijadikan namaperguruan tinggketika perguruan
tinggi tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN),
kemudian bentuknya diubah menjadi Univesitas namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan
dan dijadikan nama perguruan tinggi sehingga nama lengkap perguruan tinggitersebut menjadi
Universtas JIMUN. Perubahan nama perguruan tinggiseperti di atas yang telah diizinkan tidak
diwajibkan untuk diubah, namun terhitung mulai awal tahun 2017, perubahan namadengan modus
seperti di atastidakdiizinkan lagi.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 Undahglang Nomor 24 Taim 2009 tentang Bendera, Bahasa,
Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, perubahan neargarypan tinggiwajib mengguakan
bahasa Indonesia.

Perubahan nama PTS adalah perubahan kata aau frasa yang merupakan nama PTS bukan
perubahan nama bentuk PTS Dengan demikian, jika nama bentuk PTSdan kata @au frasayang
merupakan namaPT Serubah, maka perubahan tersebut termasuk dalam Rerubahan Bentuk PTS

Izin perubahan nama PTSJimuat dalamsurat keputusan Menristekdiktimengenai iziperubahan PTS
dengan kata atau frasa yang merupakan nama lama PTSnenjadi namabaru PTS tanpa perubahan
namabentuk PTS

Terdapat berbagai alasan perubahan namaPTSantaralain:

1. Kaa atau frasayang merupakan nama lama PTSdipandang tidak atau kurang sesuai dengan vis
perguruan tinggibaik karena perubahan atau tanpa perubahan visiperguruan tinggswasta

2. PTHialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggarayang baru, dan
Badan Penyelenggara baru menginginkan perubahan nama PTS.Jka terjadi permohonan seperti
ini, proses perubahan nama PTS harus sekaligusdimohonkan bersama dengan permohonan alih
kelola PTS.

Secara hukum, perubahan nama PTS akan berakibat antara lain:
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1. Izin pendirian perguruan tinggi swasta yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas,
Kemdiknas, Kemdikbud, atau KemristekDikt) harus diubah dari izin dengan nama lama perguruan
tinggimenjadi namabaru PTS

2. Keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditas dari perguruan tinggswastadan
semua program studinya dengan nama lama perguruan tinggiswasta harus dimohonkan
perubahannya kepada BAN-PT dan/atau LAV terkait setelah Keputusan Menristekdikti tentang
Perubahan Nama Perguruan Tgm§wasta

3. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data
dan informasi tentang perguruan tinggidengan nama lama menjadi data dan informas tentang
perguruan tinggswastadengan nama baru.

Sebelum Menrigkdikti menerbitkan keputusamengenaperubahan izin yang berisi perubahan nama

perguruan tinggiswasta Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluas

permohaman izin perubahan namgerguruan tinggswasta Setelah semua peragsatan dan prosedur
dipenuhi, Menristelikti akan menerbitkan keputusamengenaiperubahan nama lam@erguruan
tinggiswastadengan nama barperguruan tinggswasta

b. Perubahan LokagPerguruaan Tingdgbwasta

Lokasi perguruan tinggiswasta adalah domisili perguruan tinggiswasta di kabupaten atau kota
sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri mengenai pendirian perguruan tinggswasta
tersebut. Dengan demikian, perubahan lokas perguruan tinggiswasta adalah tindakan Badan
Penyelenggara nemindahkan lokasi perguruan tinggi swastadari lokasilama ke lokasibaru, yang
ditandai dengan hal sebagai berikut:

1. Pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan
Menristekdiktitentang pendirian perguruan tinggswastatersebut;

2. Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma perguruan tinggswastatersebut dipindahkan
kelokasibaru; dan

3. Semuaprogram studi padaperguruan tinggiswastatersebut dipindahkan penyelenggaraannya ke
lokasibaru.

Izin Pindah Lokas dimuat dalam keputusan Menristekdiktitentang perubahan surat keputusan izin
pendirian perguruan tinggiswastadengan lokasi lama menjadi surat keputusan izin pendirian
perguruan tinggswastadengan lokasibaru perguruan tinggswastayangsama.

Gontoh pindah lokasiperguruan tinggswasta UniverstasTangkuban Perahu dengan lokasidi Bandung
yangdikelola deh Yayasan Tangkuban Perahu, menjadi Universitas Tangkuban Peaahu yangberlokasi
di J&arta, dan tetap dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu.

Terdapat berbagai alasan pindah lokasiperguruan tinggswastg antaralain:

1. Lahan dimana lokasi perguruan tinggiswastaberada telah berakhir atau diakhiri masa sewa
menyewanya, €hinggaBadan Renyelenggara harus telah memiliki sendiri hak atas tanah untuk
lokasi perguruan tinggswastatersebut;

2. Pertumbuhan jumlah mahasiswa sehingga lokas perguruan tinggiswastasemula sudah tidak
memenuhi syarat menurut ketentuanperaturan perundang-undangn;

3. Keputusan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mengubah peruntukan lahan yangdigunakan
untuk kampus perguruan tinggswasta

4. Usaha untuk mendekatkan perguruan tinggswastapada calon mahasiswa; dan/atau
5. Upayamemperluas sarana perguruan tinggiswasta

Perlu ditegaskan bahwa pindah lokas perguruan tinggi swasta merupakan perpindahan lokasi
perguruan tinggiswasta dan tidak disertai dengan perubahan bentuk perguruan tinggiswasta
(Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi), satus PTS (dari PTSmenjadi PTN), dan
pembukaan program st baru
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Secara hukum, pemindahan lokas PTSakan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian perguruan tinggiswasta yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas,
Kemdiknas, kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin di lokas lamamenjadi di lokas
baru dari perguruan tinggswasta

2. Satus kepemilikan hak ataslahan yangdigunakan sebagai kampus PTSdi lokasilamadiubah dengan
status kepemilikan hak ataslahan di lokasi yangbaru atasnamaBadan Renyelenggara yangsama.
Misdnya sertifikat hak atas lahan di lokasi yanglama (di Bandung) adalah atas nama Yayasan
Universitas Sangkuriang, harus diganti dengan ertifikat hak atas lahan di lokasi baratas nama
Yayasan Universitas Sangkuriang di Jakarta sebagai lokasibaru PTS;

3. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data
dan informasitentang perguruan tinggiswastadi lokasi yangama menjadi data dan informas
tentang perguruan tinggswastayangsamadi lokasi baru.

Sebelum Menristekdkti menerbitkan keputusan mengenaiperubahan izin yang beris pemindahan
lokasi grguruan tinggiswastag Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasi
permohonan izin pemindahan lokasiperguruan tinggswastatersebut.

Setelah semua persyaratan dan prosedur dpenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan
tentang perubahan izin pemindahan lokasiperguruan tinggswastake lokasi yangbaru.

c. Perubahan BentulPerguruan Tinggbwasta

Bentuk PTSadalah bentuk perguruan tinggi swastayang terdiri atas 6 (enam) bentuk, yaitu
Univeasitas,Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.

Perubahan bentuk perguruantinggi swastaadalah perubahan dari suatu bentuk perguruan tinggi
swastake suatu bentuk perguruan tinggswastalain dalam 5 (lima) bentuk perguruan tinggi swasta
sebagamana dikemukakan di atas

Izin Perubahan bentuk perguruan tinggiswasta dimuat dalam keputusan Menristeldikti tentang
perubahan surat keputusan izin pendirian perguruan tinggswastadalambentuk lamaperguruan tinggi
swastamenjadi surat keputusan izin perubahan perguruan tinggswastadalam bentuk baru.

Terdapat berbagai alasan perubahan bentukperguruan tnggiswastg antara lain:
1. Bentuk lama perguruan tinggswastatidak atau kurang sesuai denganvisi perguruan tinggi
2. Bentuk lama perguruan tinggswastatidak atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyaskat;

3. PTSdialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan
Badan Penyelenggarabaru yang menerima alih kelola menginginkan perubahbantuk PTS. Jka

terjadi permohonan seperti ini, maka proses perubahan bentuk PTS yang bersamaan dengan

alih kelola larus dilakuka dengan tahap tentang alih kelola PTS

4. Bentuk perguruan tinggswastayangditetapkan dalamizin pendirian tidakmemenuhi lagikomposisi
jumlahdanjenis program studi untuk bentuk perguruan tinggswastatersebut, shingga perguruan
tinggi swastatersebut harus berubah bentuk sesuai dengan komposis jumlah dan jenis program
studi yang dapat diselenggarakannya;

5. Keputusan pencabutan status akreditas dan peringkat terakreditas 1 (satu) atau lebih program
studi oleh BAN-PT @&au LAM, yang mengakibatkan komposisi jumlah dan jenis program studi
terakreditasiyang masihada di perguruan tinggswastatersebut, tidak manenuhi lagi kompossi
jumlahdan jenis programstudi terakreditasiyangdisyaratkan untuk bentuk perguruan tinggswasta
sebagamana dicantumkan dalam gin pendiriannya;

Secara hukum, perubahan bentuk perguruan tinggswastaakan berakibat antaralain:

1. Izin pendirian perguruan tinggiswastayang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas,
Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dariizin dengan bentuk perguruan tinggi
swastatertentu menjadi bentuk baru perguruan tinggi
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2. Keputusantentang status akreditasi dan peringkat terakreditas dari perguruan tinggiswasta
dengan bentuk lamaharus dimohonkan perubahannya kepada BAN-PT atau LAM terkait dengan
bentuk baru perguruan tinggswasta

3. Data dan informasi didalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data
dan informas tentang perguruan tinggiswasta dengan bentuk lama perguruan tinggi swasa
menjadi data dan informasitentang perguruan tinggswastadengan bentuk baru perguruan tinggi
swasta

Sébelum Menristekdiktimenerbitkan keputusantentang perubahan izin yang beris perubahan bentuk
perguruan tinggiswasta Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasi
permohonan izin perubahan bentuk perguruan tinggswasta Seelah semua persyaratan dan prosedur
dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang perubahan bentuk lama perguruan
tinggi swastadengan bentuk baru perguruan tinggswasta

d. Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Bastarelenggara baru
Pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTSadalah:
1. Pengalihan pengelolaan PTSdari suatu Badan Penyelenggaa ke Badan Penyelenggara lain; atau

2. Pengalihan pengelolaan PTS yang dapat dilakukanmelalui caraberupa penggantian semua atau
sebagian anggda organ-organ dari suatu Badan Penyelenggara PTS shingga seolah-olah hanya
terjadi penggantian anggada organ tetapi tidak terjadi alih kelola. Apabila caraini yangdigunakan,
maka hal ini tetap dikualifikasi sebagai alih kelola PTSyangharus diprosesseperti alih kelola PTS
pada angka 1 (satu) di atas.

Adapun Badan Penyelenggara menurut Pasal 60 ayat (3) UUDikti dapat berbentuk:
1. Yayasan;

2. Perkumpulan; dan

3. Bentuk lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Baik yayasan, perkumpulan, maupun bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan
memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai pengelola PTS, sehingga dapat berpengaruh pada mutu
penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTSyang bersangkutan. Ketika siatu Badan penyelenggaraPTS
mengalami kesulitan dalam mengelola PTS, Badan Renyelenggara tersebut akan berusaha untuk
menemukan cara agarpengelolaan PT Stersebut dapat terbebasdari segala kesulitan tersebut.

Berbagaicara pengalihan pengelolaan atau alih kelola PT S sebagai berikut:

1. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggaa lainyang
memiliki bentuk sama, misdnya dari Yapsan A ke Yayasan B, atau dari Perkumpulan A ke
Perkumpulan B;

2. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lainyang
memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A ke Perkumpulan B, atau dari Rerkumpulan A ke
Persyarikatan C;

3. Penggantiarari sebagian atau seluruh anggota organ Badan Penyelenggarakepada sbagian atau
seluruh anggota omgan dalam satu Badan Penyelenggara yangsama, misalsebagan atau seluruh
anggota organ Pembina, anggota argan Pengawas, dan/ atau anggota organ PengurusdalamYayasan
A, kepada sebagian atau seluruh anggda organ Pembina, anggda organ Pengawas, dan/atau
anggota organ Pengurus dalam Yayasan A. Pergantian susunan anggota organ di dalam Badan
Penyelenggaa tidak selalu berarti alih kelola, kecuali penggantian susunan anggota organ
tersebut memang dilakukan dengan motif alih kelola;

4. Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggara lain karena
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misal terdapat peraturan perundang-
undangan baru yang medrang suatu bentuk Badan Renyelenggara meagelblaPTS

Apabila alih kelola PTSdisertai dengan perubahan bentuk PTS maka tahap yang harus dilalui:
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1. Alih kelola PTSharus dilakukan dan memperoleh izin Menristekdiki terlebih dahulu, sehinggatelah
terdapat kepastian hukum tentang Badan Penyelenggara mana yang ean mengubah bentuk PTS
tersebut;

2. Setelah izin alih keloladiterbitkan, Badan Penyelenggara yangnenerima alh kelola PTSmengajukan
perubahan bentuk PTSsesuai dengan persyaatan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara hukum, alih kelola PTSakan berakibat antara lain:

1. Izinpendirian PTS yangditerbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud,
atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Renyelenggara lama
dengan izin yangdiberikan kepada Badan Renyelenggarabaru;

2. Data dan informasidi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data
dan informasi tentang Badan Penyelenggara lama menjadi data dan informasi tentang Badan
Penyelenggara baru.

Sébelum Menristekdiktimenerbitkan keputusantentang perubahan izin yang beris pengaliharBadan
Penyelenggara sebagaéngelola PTS terkaiDirektorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan
mengevaluasipermohonan izin pengalihan BadaRenyelenggara

. Penggabungan 2 (dua) Perguruan Tin§grastaAtau Lebih Menjadi 1 (satu) Perguruan Tinggi Baru
Swasta

Penggabungan perguruan tinggwastaadalah menggabungkan 2 (dysgrguruan tirggiswastaatau
lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggvastabaru. Untuk PTS penyelenggara perguruan tinggyiu
tersebut adalatsalah satu badan penyelenggara dari salah satu PTS yang bergabung.

Terdapat berbagai alasgenggabungan perguan tinggiswasta, antara lain:

a. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat jumlah program studi dalam
rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tingggvasta

b. Badan Penyelenggara (untuk PTS) yang hendak mengubah bentuk 1 (satu) PT&el@agysdi
denganmenambahkan program studi nITEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
tetapi terkendala karena pembukaan program studi nSMEMsedang dimoratorium, dapat
mengambil alih PTS lain yang memiliki program studiSidaMintuk digabungkan dengnPTS yang
akan mengubah bentuknya;

c. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa perguruan tswgggta sehingga
penggabungan beberapa perguruan tinggastatersebut menjadi 1 (satu) perguruan tinggvasta
baru akan meningkatkaakselerasi prwujudan visi perguruan tinggiwastayang baru;

d. Beberapa PTS yang dikelola oleh masimaging Badan Penyelenggara tidak memiliki kemampuan
lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi ya
dimilikinya, namun kemampan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan
penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru.

Penggabungan beberapa perguruan tinggastamenjadi 1 (satu) perguruan tinggivastabaru, akan
berakibat sebagai berikut

a. Semua asefsarana, prasarana, kekayaan lain) dari beberapa Badan Penyelenggara yang PTS 1
digabungkan, dapat dialihkan kepemilikannya atas nama Badan Penyelenggara yang ak
mengelola PTS baru hasil penggabungan;

b. Data dan informasi di dalam Pangkalaata Pendidkan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan
informasi tentang beberapa perguruan tinggvastayang bergabung menjadi 1 (satu) data dan
informasi 1 (satu) perguruan tinggi baru hasil penggabungan;

c. Perubahan keputusan BART dan/atau LAMtentang statis akreditasi dan/atau peringkat
terakreditasi.

Sébelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang penggabungarperguruan tinggiswasta
Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasipermohonanizin penggabungan
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perguruan tinggiswastaoleh perguruan tinggswastayang akan bergabungetelah ssmuapersyaratan
dan prosedur dipenuhi, Menristekdiktiakan menerbitkan keputusan tentang penggabungaperguruan
tinggiswastamenjadiperguruan tinggswastabaru.

. Penyatwan dari 1 (s&u) Perguruan TinggBwastaatau Lebih ke dalam 1 (satu) Perguruan Tinggi
Swastalain.

Penyatuan perguruan tinggi swastadalahmenyatukan 1 (satu) atau lebjferguruan tinggswastake
dalam 1 (satuperguruan tinggswastdain yang telatada, dartidak mengakibatkan adanygerguruan
tinggi swastabaru. Penyelenggara perguruan tinggivastahasil penyatuan tersebut adalaBadan
Penyelenggara yang menerima penyatuan.

Dalam haP (dua)perguruan tinggswastaatau lebih yang bersatu dikedbleh 1 (sat) penyelenggara
yang sama, maka Badan Penyelengggmag menyelenggarakanperguruan tinggiswasta hasil
penyatuan tersebut adalah Pemerintah atBadan Penyelenggara yang semula.

Terdapat berbagai alasan pengajuan izin penyatuan 2 (dua)elé perguuan tinggiswastg antara
lain:

1. Dalam halterdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat jumlah program studi dalam
rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggvasta'.

2. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa pergutinggi swash, sehingga
penyatuan beberapa perguruan tinggwastatersebut akan meningkatkan akselerasi perwujudan
Vvisi perguruan tinggwastayang disatukan;

3. Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda tidak mem
kemampuan lagipaik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan progran
studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabile
beberapa PTS tersebut disatukan;

4. Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitangelolaan bberapa perguruan tinggi.

Penyatuan 1 (satu) perguruan tinggvastaatau lebih ke dalam 1 (satu) perguruan tinggiastalain,
akan berakibat sebagai berikut:

a. Dalam hal penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola oleh 1 (satu) ataBéelaih
Penyeleggara ke dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS, Ba
Penyelenggara yang menyatukan PTS yang dikelolanya dapat mengalihkan status kepemilik
semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) menjadi atas nhama Badateigrara yang
menerima penyatuan PTS;

b. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data «
informasi tentang beberapa perguruan tinggvastayang menyatukan diri menjadi 1 (satu) data
dan informasi dari 1 (sa} perguruartinggiswastahasil penyatuan;

c. Perubahan keputusan BART dan/atau LAM tentang status akreditasi dan/atau peringkat
terakreditasi.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang penyatuan perguruan tinggi Direktorat
Janderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasipermohonan izin penyatuanperguruan
tinggi swasta Stelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan
keputusan tentang penyatuanperguruan tinggswastake perguruan tinggswastalain.

2. Persyaatan Perubahan Perguruan Tinggwasta

Kecualperubahan nama perguruan tinggwastg semua jenis perubahan perguruan tinggiastaharus

memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sedangkan syarat untuk perubahan nat
perguruan tinggi swasa, Badan Penyelenggara cukup menyampaikan surat permohonan kepade

! Contoh:PTS yang terkena ketentuan wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis program stuSiTEdiuntuk swatu bentuk
perguruan tinggswasta tetapi terkendala karena pembukaan program studi 8dreMsedangdimoratorium, dapat mengambil
alih PTS lain yang memiliki program studi SarEMuntuk disatukan.
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Menristekdikti disertai alasan perubahan nama perguruan tisggistatersebut.

Perubahan perguruan tinggwastaharus memenuhpersyaratan pendirian perguruan tinggwasta
sebagaimanadimaksud Bab Il angka. Zpabila perubahan perguruan tinggi swasta memerlukan
penambahan program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanya untuk memenul
jumlah minimum program studi untuk bentuk perguruan tinggi swasiag dusulkan.

Syarat tambahanuntuk perubahan perguruan tinggi swast@bagai berikut:

a. Semua pogramstudi pada masingnasing perguruan tinggiwastatelah memiliki status dan peringkat
terakreditasi, sebagaimana dibuktikan dengan keputusan akreditasi darPBAldn/atal AM

b. Masingmasing perguruan tinggswastatelah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

c. Dalam hal memerlukan pembukaan program studiup®adan Penyelenggaiapat menggunakan
dosen yang telah memililNIDN dari program gti tertentu di salah satu perguruan tinggi dengan
syarat bahwa program studi yang ditinggalkan oleh dosen tersebut harus tetap mempertahanka
nisbah dosen dan mahasiavgebagai berikut:

1 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 f&hpuluh lima) mahasiswa untukimpun ilmu
agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis,
pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistiéggia massa dan komunikakiikum,
perpustakaan dan permuseumanijliter, administrasi publik, dan pekerja sosjalan

1 1 (satu)dosenberbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswguk rumpun ilmu alam,
rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu tepan (pertanian, arsitektulan perencanaan, teknik,
kehutanan darlingkungan, kesehatan, dan transportasi);

d. MemperolehnRekomendadiLDIKTyang berisi:
1 Legalitas satu atau lebih Badan Penyelenggara perguruan tinggi;
1 Rekam jejak perguruan tinggi swasta gakan berubah di wilaydH DIKTidan

1 Tingkat kejenuhan Prograntufli pada perguruan tinggi swasta yang akan berubah di wilayah
LLDIKTI

e. Selaindokumen yang harus diserahkan sebagaimana dicantumkan dalam Bab |l ang&da3,
Penyelenggaraarus pula mengrahkan

1 Rancangan Statuta perguruan tinggi swdsdailperubahan;
1 Rancangan Rencana Strategis perguruan tinggi swasta hasil perubahan; dan
1 Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi hasil perubahan;

Peringatan

Semua dokumen untuk membultan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan pada
Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program St{ji#ta diperlukan
pembukaan program studi barujlan Pernyataan KomitmerPemenuhan Syarat Minimum Akreditasi
Perguruan Tinggi yantelah diisi dan ditandatangani oleBadan Penyelenggara
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3. Prosedur Perubahan Perguruan Tin@wasta
3.1 Prosedur Umum Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

ProsedurperubahanPTSdiawali dengan pengajuan permohonan rekomendasi kepadaKOlLlDkengan
melampirkan dokumen:

a. Akta notarispendirian Badan Penyelenggabeserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan
perubahan);

b. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai ba:
hukum, misalnya Surat Kepugan Menkumham untuk Yayasan;

c. Surat Keputusaizin pendirian PTS besedamua perubahannya;
d. Tingkat keberlanjutan perguruan tinggi swagtacuali usul perubahan nama PTS)

e. Kerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk program pendidikan vokasi li(keswia
perubahan nama PTS);

f. Rekam jejalBadan Penyelenggara dan PTS.

Seelah permohonan rekomendasi diterimaelain menelaah kelengkapan dan kesesuaian dokumen
huruf a sampai dengan huruf ELDIKTI jugaelakukan:

1 Bvaluasilegalitas badan penyelenggab&rupa pemeriksaan kesesuaian dokumen hurdiwauf b,
danhuruf c.Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum sesuai, maka LLDIKTI meminta pengus
untuk mengusulkan penyesuaian badan penyelenggara kepada Ditjen Keleanbptgk dan Dikti.

1 Evaluasi égalitas perguruan tinggi berupa pemeriksaan status akredwagram stidi dan status
pembinaan perguruan tinggi dan program studi

LLDIKTI akan memberikan rekomendasi jika Heskluruhan telaahan daevaluasisebagaimaa
disebutkan datas telah memeuhi ketentuan yang dipersyaratkan

Apabila LLDIKTI memberikan rekomesigasul perubaharPTS akan diproses dengan prosedur sebagai
berikut:

1. Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melg
silemkerma.go.id, @ngan melampirkan surat permohonan akun;

2. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikielakukarnverifikasi dokumen usulaakun;dan

3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kemb
permintaan akun. Apabildisetujui makeBadan Penyelenggadapat melanjutkan proses ketahap
berikutnya, yaitu mengurgah dokumen

prosedurselanjutnyasesuai dengajenis usul perubahan PTS berikut:

3.2 Prosedur Perubahan Nama Perguruan Tinggi Swasta

DlAGRAM ALIR USULAN PERUBAHAN NAMA FERGURUAN TIMGG] 5WASTA

PENGUSUL | DITIEN KELEMBAGAAN

(T — @
Usulan Akun Penerbitan SK

Unggah Usulan Evaluas! Lsulan

SETIEN
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Langkah 1 sampai 3 tercantwhalam sub bab 3.1 di atas
4. Badan Penyelenggara mengunggah dokumen yang terdiri atas:

a. Surat grmohonan izin perubahamamaPTS disertai dengan alasan perubahan nkepada
Dirjen Kelembagaan Iptek dan Djktan

b. Rekomendasi dari LLDIK&hg berisi:
1 Namayang diusulkan belum digunakan oleh perguruan tinggi lain diseluruh Indonesia;
1 Nama yang diudkan menggunakan Bahasa Indsreedan

1 Nama yang diusulkan memenuhi kaidah penulisan hama perguruan tinggi sebagaimar
tercantum pada Bab Il angka 1 huruf a

5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluaslan perubahan nama PTS

6. Apabila hasil esluasi sebagaimana dimaksuddaaangka 5 di atas belum disetujui, maka usulan
dinyatakan belum disetujui. Apabila usulan belum disetujui maka Badan Penyeleiggata
mengajukan kembali usulgrerubahan nam#@TS sebagaimana tercantum pada anglda#;

7. Dabm hal hasil evaluasi dokumesgbagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan disetujui,
makaDitjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penertamperubahan
namaperguruan tinggi swasta kepada Sesjen; &asjen atas nama Menteri Riséeknologi,
dan Pendidikan Tggi Swasta menerbitkan Surat Keputusan tentpegibahan nam#TS.

3.3 Perubahan Lokasi Perguruan Tinggi Swasta

ClaGRAM ALIR USULAN PERUBAHAN LOKAS| PERGURUAN TINGGI S

PENGUSUL DITIEN KELEMBAGAAN _ SETIEN

Evaluasi Mon Dosen dan
Mioney Pemenuhan

Akun Komitren
Penerbitan 5K
Setuju? [

Setuju?
=y Tl 2
Pariyanipalan Komdtmen

— Ty —

S
arifikasi Dokwmen Usul

Satuju?

Langkah 1 gapai 3 tercantum dalam sub bab 3.1 di atas.

4. Badan Penyelenggara mengunggah dokumen yang terdiri atas:
a. Surat permohonan izin perubah#okasiPTS kepada Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
b. Rekomendasi dari LLDIKiTlokasi asallan LLDIKTI di lokasi tujuatan
c. Daftar dosen tetap yang akan melayani di setiap program studi di lokasi tujuan

5. Ditjen Kelembgaan Iptek dan Dikti melakukan evaludasntang pemenuhan jumlah da
kesesuaian kualifikasi calon dosen
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6. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas belum disetujui pa
perubahanlokasiPTSdi lokasi tujuanmaka usulan dinyatakan heh disetujui. Apabila usulan

belum disetujui mka Badan Penyelenggadapat mengajukan kembali usulparubahan lokasi
PTS sebagaimana tercantum pada angka 4;

7. Apabilausulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujjgni{elembagaan Iptek dan Dikti
meYo SNA(llFY at SNESOdz2dzry tNRraSa [lyedziéT

8. Badan Peyelenggara menggungy dokumen Tahap Kedua berupa Pernyataan Komitmen
Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;

9. LLDIKTI bersama Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakvkhragi lapangan. Bensean

dengan evaluasi lapangan tersebut dila&knlevaluasi pemenulmaPernyataan Komitmen Syarat
Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;

10. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 ti
memenuhi persyaratan, usulanmngiatakan belum disetujui daBadan Penyelengga dapat
mengunggatkembali usulan dari awal (angka 4);

11.Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angk:

memenuhi persyaratan, LLDIKTI akan menyampaikan hasil evaluadakepgn Kelembagaan
Iptek dan Dikti;

12.Ditjen Kelembagaan Iptek aeDikti melakukan validasi;

13. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI unt
dievaluasi kembali. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratannBgkembagaan Iptek dan
Dikti mengajukan usueértulis penerbitanizin perubahan lokagperguruan tinggi swasta kepada
Sesjen; dan Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swa
menerbitkan Surat Keputusan tentapgrubahan lokagPTS.

3.4 Perubahan Bentuk Perguruan Tindggpvasta

DlAGRAM ALIR USULAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI 5W

Y K| seven

Evaluasi Mon Dosen dan
arifik azi Dokumen Usul Mioney Parmanuhan
Akon —

Komitran T
Penerbitan SK
Safuju? -
Setuju

F..3

PEMNGUSLUL

Evaluasi Dosen Lintuk
Program Studl Bar

Satuju?

Langkah 1 sang 3 tercantum dalam sub bab 3.1 di atas.
4. Badan Penyelenggara mengunggah dokumen yang terdiri atas:

a. Surat permohonan izin perubahapentuk PTS kepadaMenteri Riset, Teknologi, dan
PendidikarTinggj
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b. Rekomendasi dari LLKOT] dan

c. Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jil
diperlukan pembukaan program studi banmtuk memenuhi persyaratan minimujuomlah
dan jenis program studi untuk pendirian perguruan gjgdalambentuk pdf yang telah diisi
dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.

5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluastang pemenuhan jumlah dan
kesesuaian kualifikasi calon dosdjika diperlukan pembukaan program studi baru untuk
memenuhi pesyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan
tinggi), sarana dan prasaranaerta kurikulum;

6. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas belum disetujui, dan juml
program studi yang disetujui heh mementni jumlah minimal program studi pada perubahan
bentukPTS, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila usulan bedaetnjdi maka Badan
Penyelenggara dapat mengajukan kembali uspkemibahan bentulPTS sebagaimana tercantum
pada angka 4;

7. Apabilausuln sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dil
YSYOSNA]IlIY at SNES(Gdz2dzry t NraSa [lyedziéT

8. Badan Penyelenggara menggunggah dokumen Tahap Kedua berupa Pernyataan Komitm
Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pergurliarggi;

9. { SISNI aS0StIIK at SNESGdz2dzr y meNgvl8asi Ingtiunged dzi
PemenuharSyarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Sjudi diperlukan pembukaan
program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum fgimdan jenis progm studi untuk
pendirian perguruan tingyi

1 Apabila hasil penilaiakriteria non dosen untuk setip program studi telah memenuhi
persyaratan minimum akreditasi, dan jumlah dan jenis program studi telah memenuhi syarat
minimum bentk perguruan tinggi yandiusulkan, maka akan dilakukan evaluasi lapangan.

1 Evaluasi lapangan akan dilakukan bersama LLB&#&TDitjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.
Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan Pernyata:
KomitmenSyarat Minimum Akredita$erguruan Tinggi;

10. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksadglkalg tidak
memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui @adan Penyelenggardapat
mengunggah kembali usulan dari @awWangka 4);

11.Apabila hail evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka
memenuhi persyaratar,LDIKTI akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagas
Iptek dan Dikti;

12.Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukandaes;

13. Apabila hasil vadiasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untul
dievaluasi kembali.

14. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditien Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajuke
usul tertulis penerbitan izirperubahan bentukperguuan tinggi swastkepada Sesjen; dan
Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Su
Keputusan tentangerubahan BentuRTS.
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3.5 Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Padgalenggara baru
VI ALIR USULAMN ALIH KELOLA PERGURUAMN TINGGI 5WASTA

PENGUSUL DITIEN KELEMBAGAAN SETIEN

Verifikasi Dokurmen Lsul
Akun

Penerbitan SK

-

e

Disetujui

- L™ E=1.9

Langkah 1 sapai 3 tercantum dalam sub bab 3.1 di atas.

4. Badan Penyelenggay@ng menerima alih kelolmengunggah dokumen yang terdiri atas:
a. Surat permohonan izialih kelolaPTS kepadislenteri Riset, Teknologi, ddendidikan Tinggi
b. Rekomendasi dari LLDIKTI

5. Ditjen kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasilan alih kelola

6. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 defias disetujui, maka usulan
dinyatakan belum disetujuApabilahasilevaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas
disetujui, maka Dijen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin alih
kelola perguruan tinggi swasta kaga Sesjen

7. Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Su
Keputusan tentang alih kala PTS

3.6 Penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi swasta atéhilanenjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta
baru

ALIR USULAN PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI

DITIEN KELEMBAGAAN _ SETIEN

Evaluasi Mon Dosen dan
Maoney Pervenubian
Kimltren

PENGUSUL

arifikasi Dokwmen Usul
' Alun
Satuju?

Ewaluasi Dosen Lintuk
Program Stud| Baru

Setuju?

Rakomsandasi

Tidak
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Langkah 1 sampai 3 tercantum dalam salb 3.1 di atas.
4. Badan Penyelenggayang mengusulkan penggabungaengunggah dokumen yang terditas:

a. Surat permohonan izipenggabunga®TS kepadilenteri Rset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggj

b. Rekomendasi dari LLDIKd&n

c. Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jil
diperlukan pembukaan program studi barutuk memenuhi persyaratan mimum jumlah
dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tirggastg dalam bentuk pdf yang telah
diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.

5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi tentang pemenjumalah dan
kesesuaian kualifikasi calon dosen (jika diperlukan pembukaan program studi baru untu
memenuhipersyaratan minimum jumlah dan jenis program studtuk pendirian perguruan
tinggiswastg;

6. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas
1 Belum disetujui apabila jumlah dan kesesuaian kualifikasi caleardpada semua program
studi minimal untuk memenuhi syarat suatu bentuk perguruan tinggi swasta tidak terpenuhi,
maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usp&ggabunganPTS
sebagaimana tercantum pada angka 4;
1 Disetujui, maka Badan Penyeleagg dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya;

7. Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui, Dilgenliégaan Iptek dan Dikti
memberikand t SNBR S dz2dzl y t NRPaSa [FyeadziéT

8. Badan Penyelenggara menggunggah dokumPernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat
Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;

9. { SASNI aSiuStlK at SNASIGdz2 dzl KTl meNg@alsi Ingtrimére dzi
Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Btudus untuk kriteria non
dosen(jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum
jumlah dan jenis program stiiiuntukpenggabungaperguruan tinggiswastg.

1 Apabila hasil penilaiakriteria non dosen untuk setiap program stutelah memenuhi
persyaratan minimum akreditasi, dan jumlah dan jenis program studi telah memenuhi syara
minimum bentuk peguruan tinggihasil penggabunganmaka akan dilakukan evaluasi
lapangan.

1 Evaluasi lapangan akan dilakukan bersama LLDIKTI danHKatg@mbagaan Iptek dan Dikti.
Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan &marnyat
Komitmen Syarat MinimurAkreditasi Perguruan Tinggi;

10. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada aagka 9 ti
memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Badan Penyelenggara dap:
mengunggah kembalisulan dari awal (angka 4);

11. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angke
memenuhi persyaratan, LLDIKTaakmenyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagaan
Iptek dan Dikti;

12.Ditjen Kelembagaan Iptek dan Diktefakukan validasi;

13. Apabila lasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untt
dievaluasi kembali.

14. Apabila hasivalidasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukar
usul tertulis penerbitan izipenggabungarperguruan tinggi wasta kepada Sesjen; dan Sesjen
atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Sutas&tep
tentangPenggabungaRTS.
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3.7 Penyatuan dari 1 (satu) perguruan tinggi swasta atau lebih ke dalam 1 (saéuyuruan tinggi
swasta lain

LlaGRAM ALIR USULAN PEMYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENGUSLIL DITIEMN KELEMBAGAAMN SETIEM

| & T —
Uksailan Akun

Penerbitan 5K

Langkah 1 sampai 3 tercantum dalam sub bab 3.1 di atas.

4. Badan PenyelenggarBerguruan Tinggi Swastgmng mengusikan penyatuan mengunggah
dokumen yang terdiri atas:

i Surat permohonan izin alih kelola PTS kepada MeRisgt,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
1 Rekomendasi dari LLDIKTI.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi ugpdapatuanPTS;

6. Apabilahasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas belum disetujui, maka usul
dinyatakan belum disetujui. gabila usulan belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat
mengajukan kembali usulgmenyatuanPTS sebagaimana tercantum pada angkBabm hal
hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan disetujui, maka Ditj
Kelembagaan Ipte dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan ip@nyatuanperguruan
tinggi swasta kepada Sesjen; dan

7. Sesjen atas nama Menteri Ris@gkiologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Surat
Keputusan tentangenyatuanPTS.

Peringatan

1. Usul perubaha PTS sebagaimana diuraikan paokab 11l nomor 3, tidak dapat dilakukan bersamaan
dengan usul Program Pembinaan Perguruan Tin§giasta (PHPTS) pada Direktorat Pembinaan
Kelembagaan Iptek dan Diktdan

2. Usul perubahan nama PTS, usul perubahan lokasi B3d,alih kelola PTS, dan usul penyatuan PTS
sebagaimana diuraikan pada bab Il nomor 3 tidak dapat dilakukan bersamaan dengah us
pembukaanprogram studi dan usul perubahan PTS lainnya.

4. Insertif Untuk Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swast

Agar penguatan mutu perguruan tinggvastamelalui penggabungan diwujudkan, maka terdapat insentif
berupa pengecualian terhadap beberaparparatan sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan
Menristekdikti, yaitu:
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a. Jika untuk penggabungan merruan tnggiswastadan penyatuan perguruan tinggwastaterdapat
program studnon STEMang diperlukan, maka dapat dilakukan dengan cara:

1 mencari peguruan tinggiswastayang memiliki program studion STEMintuk digabungkan atau
disatukan dalam rangka penggaigan perguunan tinggiswastaatau penyatuan perguruan tinggi
swastatersebut; atau

1 membuka program studion STEMNang dibutuhkan agar penggatgan perguruan tinggwasta
dan penyatuan perguruan tinggwastadapat dilakukan, meskipun pada saat ini segldilakukan
moratorium pembukaan program studon STEM

b. Dalam hal terjadi peleburan program studi atau perubahan bentuk perguruan mgggtadalam
rangka penggabungan perguruan tinggiastadan penyatuan perguruan tinggwasta maka status
dan perindcatterakreditasi dari program studi (APS) dan perguruan tissggsta(APT) sebagai berikut:

No Penggabungan atau Penyatuan PTS
Akreditasi
1 Peleburan Beberapa Program Studi Yang sami Bentuk Perguruan Tinggi
Sebelum Sesudah Tetap Berubah

1 Jika peringkat
terakreditasi sebelumnyze
sama, peringkat
terakreditasi sesudahnyze
TETAP;

1 Jika peringkat
terakreditasi sebelumnyze

berbeda, peingkat 1 Jika peri_ngk_at
terakreditasi sesudahny: ~ terakreditasi
diambil peringkat sebelumnya sama,

akreditasi tertinggi yang ~ Peringkat
berlaku antara minimum ~ terakreditasi

2 (dua) talun sampai sesudahnya TETAP
AB/C maksimum masa berlaky T Jika peringkat
akreditasinya habis. terakreditasi
sebelumnya berbeda
peringkat
terakreditasi sesuai Minimum

dengan keputusan
yang ditetajxan
Badan Akreditasi
Nasional Perguruan
Tinggi Swasta atau
Lembaga Akreditasi
Mandiri

2 Program Studi Lama

(Tidak Ada Bleburan Program Studi)

Sebelum Sesudah
A/BIC Tetap A/B/C
3 Penambahan Program Studi Baru

Minimum
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c. Dalam hal akan dilakukan penggabungan perguruan tisggstadan penyatuan perguruan tinggi
swasta ternyata keberadaan lahan wit kampus dan sarana perguruan tinggiasta hasil
penggabungan perguruan tinggwastaatau penyatuan perguruatinggi swastabelum memenuhi
syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraamr Perundangindangan, maka dapat diberikan
pengecualian sebagai blut:

fLuas lahan dengan diskresi Menristekdikti;
{1 Lokasi dapat terletak di luar wilayah 1 (satu) kecamatan;

fPerjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dibuat di hadapan notlrggan memuat hak
opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabilzaladijual oleh pemegang hak atas lahan
sebelum masa sewa berakhir;

fJangka waktu sewa menyewa lahan paling ld®dsepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa
ditandatangari

d. Dapat dilakukan antar perguruan tinggivastayang berada dalam wilayah koordsi lebih dari satu
LLDIKTdengan memberitahukan dan/atau memohon rekomendasi dari KepddK Tdetempat;

e. Jka usul penggabungan perguruan tinggrastadan penyatuan perguruan tinggwastatersebut
mengakibatkan program studi tertentu harus diseleagkan di wilayah kabupaten/kota yang tidak
berbatasan langsung dengan kampus utama perguruan tisggista hasl penggabungan atau
penyatuan, maka program studi tersebut dapat diberi status sebagai Program Studi Di luar Kamp
Utama (PSDKU), dengan menggikan keberadaan program studi sejenis di kampus utama perguruan
tinggi hasil penggabungan atau penyatuan;

f. Jka usul penggabungan perguruan tinggiastadan penyatuan perguruan tinggwastatersebut
mengakibatkan terdapat program studi keagamaan yaedla di bawah pembinaan Kementerian
Agama, atau terjadi penggabungan dan penyatuan PT Keagamaan ke perdunggin maka
penggabungan dan penyatuan PT Keagamaan termasuk program studi tersebut dapat dialihk
menjadi perguruan tinggiswasta termasuk progam studi di dalam perguruan tinggi hasil
penggabungan dan penyatuan, dengan syarat harus mendapatkan guargtengalihan Perguruan
Tinggi Swasta Keagamaan dan program studi tersebut dari Kementerian Agama;

g. Jika usul penggabungan perguruan tinggivasta dan penyatuan perguruan tinggswasta
mengakibatkan jumlah program pendidikan vokasi melebihi batas makslarallarangan lokasi
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundandangan sebagai berikut:

1 Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari
jumlah Program Sarjana,;

1 Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah
Program Sarjana;

1 Program Diploma yangdiselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari
jumlah Program Sarjana,;

1 Univesitas, Ingitut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak
menyelenggarakan Program Sudi yang samalengan Program Sudi pada Rogram Diploma di
Pditeknik dan/atau Akademi di dalamkota atau kabupaten tempat Universitas,Institut, dan Sekolah
Tinggitersebut berada;

maka perguruan tinggi hsil penggabungan atau penyatuan tersebut dibebaskan dari ketentuan
tentang program pendidikan vokasi sebagaimana dikemukakan di atas.

*kkkkkkk
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Bab IV
Pembukaan Program Studi

1. PengertianPembukaan Program Studi

Pembukaan program studi ga perguruan tinggi dapat terdiri atas:

a. Pembukaan program studi sebagmnambahanjumlah program studi pada perguruaimggi yang
telah berdiri;

b. Pembukaarprogram studi sebaggienambahanjumlah program studi padaerguruan tinggi yang
telah berdiribersamaan dengan penambahan nanf@omenklatur)program studi bagyang nama
program studinydelum tercantum dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pigadidinggi
No. 257 tahun 2017 tentang Nama Progr8tadi pada Perguruan Tinggi

c. Pembukaan prograrstudi bersamaan denggrendirian perguruan tinggi;

d. Pembukaan program studi bersamaan denganubahanperguruan tinggi yang telaberdiri, yaitu
bersamaan degan:

1 perubahan bentuk perguruan tinggian

1 penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih jaeinl (satu) perguruan tinggi baru

2. Persyaatan Pembukaan Program Studi

Persyaratan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi

a.

Pemimpin perguruan tiggimengajukan surat permohonan pembukagrogram studisebagai
penambaharjumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri

Telah memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, sur
keputusan Kemeterian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi
(untuk PTS);

Melampirkan Pakta Integritas yang berisi tentang kebenaran data dan semua informasi yan
termuat dalam dokumemisulpembukaarprogram studi.

Memiliki pertimbangan tertulis Senaperguruan tinggi tentang rekomendasi pembukaan
program studi yang diusulkan;

Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggéeatang pembukaan program studi yang
diusulkan(untuk PTS)

Memenuhi persyaratan miniom akreditasi program studi sesuai standesional pendidikan
tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditas
Program Studpada:

1 Program Diploma,;

Program Sarjana;

Program Profesi;

ProgramSpesialis;

Program Magigr atau Magister Terapan;
1 Program Doktor tau Doktor Terapan.

=4 =4 -4 A

Memperoleh rekomendadiLDIKT#i wilayah perguruan Tinggi yang akan membuka Program
Studi;

Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dstagalar
nasional pendidién tinggi dan ketentuan peraturan perundgaondangan;

Dosenuntuk 1 (satu) program studi:

1 Paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang di Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, da
Akademjdengan ketentuaminimal60%diantaranya adalah dosen tetakecuali ditentukan
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T

lain oleh peraturan &undangUndangan

Paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang di Akademi Komunitas;

dengan ketentuan:

T

Paling rendah berijazah:
a) Magister, magister teragmn, atau yang setara untuk Program Diploma; dan
b) Magisteratau yang setara untuk Program Sarjana;

c) Doktor untuk Program Magister dan Program Magister Terapan, Program Doktor dan
Program Doktor Terapan;

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaeguai dengan program studi yang akan
diusulkan;

PadaProgran Doktor memiliki doktor paling sedikit 8u@) orang calon Dosen Tetap:

o Dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yanc
sesuai dengan Program Studi yang diusulkian;

o Memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiahlada jurnal internasional bereputasi
selama5 (lima) tahun terakhir pada bashg ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai
dengan Program Studi;

Pada program doktor terapan memiliéoktor paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap:

o Dengan jabatan akasmik lektor kepaladalam bidang ilmu pengahuan dan teknologi
yang sesuaiengan Program Studi yang diusulkdan

o Memiliki karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat atau 2 (dua
publikasi internasional pada jurnal internasional berggsiiselama 5 (lima) tahun terakhir
pada bdang ilmu pengetahuan dan tekmgji yang sesuai dengan Program Studi yang
diusulkan;

Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk dosen yang belum memiliki NIDR
pada saapengusularprogram studi yang akan dibuka;

Berusia paling tinggi6é5 (enam puluh limg tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN
dengan jabatan akademik non Profesor atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untul
dosen yang telah memiliki NIDN demgjabatan akademik Profesqgrada saatpengusulan
program studi yangkan dibuka;

Bersediabekerja penuh waktu berdasarkd&tkivalensi Waktu Mengajar PenlE#EWMB, yaitu
37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

Mendapat penugasadari Pemimpin Perguruan Tingdalam hal calon dosen tetap diambil
dari program studidin di perguruan tiggiyang samalantelah memiliki Nomor Induk Dosen
Nasional dengan syarat bahwa program studi yang ditinggalkan dapat tetap mempertahanka
nisbah Dosen daMahasiswa,;

Nisbah Dosen dan Mahasiswa sebagai berikut:

o 1 (satu) Dosn berbandng paling banyak 45 (empat puluh lima) Mahasiswa untuk rumpun
ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan
(bisnis, pendidikan, keluamgdan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan
komunikasi, hukm, perpust&aan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan
pekerja sosial); dan

o 1 (satu) Dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) Mahasiswa untuk rumpun ilmt
alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan
perencanaanteknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

Mendapat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi/instansi léinstansi asalpahwa yang
bersangkutan akan menjadalondosen tidak tetagpada perguruan tinggi pengus{ibosen
TidakTetap dandilengkapi dengan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi/instansi lain;
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Peringatan

Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Bukan pegawai tetap pada instansi lain;
BukanAparatur Sipil Hgara (untuk PTS);

= =2 =A =4

Harus membuat suriapernyataan kesediaan menjadi Dosen Tetap pada program Studi yang
akan dibuka;

1 MelampirkanScarKTPaslidosen tetap dan dosetidak tetap

1 Paling sedikit 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pd@aemi Komunitas dengan
ketentuan:
o Paling rendhh berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerje
dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 talpada kompetensi sebidang;

0 Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling
rendah setara degan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana,

0 Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keghaligang setara
dengan luluan Program Diploma Tiga atau Program Sarjana/Sarjana Terapan; atau

o Tenaga profesional dengan pengaian kerja paling sedikit setara dengan lulusan Dosen
sebagaimana dimaksud dalam huruf c bukan Aparatur Sipil Negara bagirR? @i yang
akan dibuka paa PTS;

Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melaygaitd) Program
Swudi, dengan ketentuan:
1 Paling rendah berijazah diploma tiga;

1 Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
1 Bersedia bekerjgpenuh waktu selama 37,5 @t puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Stashigdn organisasi dan tata kerja
sebagai berikut:
1 Pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundadgngan;

1 Pada PTdisusun dan ditetapkan oleBadan Penyelenggara.

Dalam hal Program Studi yang akan dibuka termasuk jenis pendidikan voRaslia
Penyelenggartelah memiliki perjanjian kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri
sesuai dengan peraturan perundangdangan tentang:

1 Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;

1 Pemanfaatan laboratorium yardimiliki olehdunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau

1 Tempat magang yang disediakan oleh dunia usaha dan/atau dunianndus

m. Bagiyang nama program studinya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi

dan Pendidikan Tinggi No. 257 tath2017tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi

melampirkandokumenusul penambahan nama program stugiang didasarkapada:

a. Manfaat program studi yang diusulkan penamaannya;

b. Kekhasan program studi yang diusulkan penamaannya untuk pratudiyang berbasis
keilmuan lokal Indonesia;

c. Hasil kajian terhadap program studi sejenis mencakup : capaian pembelajarafik&siali
dosen, dan perbedaannya dengan program studi lain yang telah ada pada jenjang yang sar
maupun jenjang yang berada di balanya dari program studi yang diusulkan penamaannya

1. Persyaratarhuruf b, huruf c,dan hurufi merupakanpersyaratan mutlakartinya apabila persyaratan
tersebut tidak dipenuhi maka usbelum disetujui

2. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuha@a®mua persyaratan di atas, dilampirkasebagai
bagian yang tidak terpisahkan dahnstrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan
Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani ol8adan Penyelenggara
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3. Prosedur Pembukaan Program Studi

Pembukaan program studi merupakan penambahan jumlah program studi padguruan tinggiyang
memiliki izin pendiria. Prosedur pembukaan progrma studi diawali dengan pengajuan permohonan
rekomendasbleh pimpinan perguruan tinggepadalLLDIKTdengan melampkan dokumen:

a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahgikaypernah dilakukan
perubahan(untuk PTS)

b. Surat keptusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai bad
hukum, misalnya Surat Keputusaredkumham untuk Yayasdontuk PTS)

Surat Keputusan izin pendirian RJ&Serta semua perubahannya;
Rekam jegk Perguruan Tinggi
Tingkat lejenuhanprogram studiyang akan dibukédi wilayahLLDIKTI

=~ ® a2 o

Pertimbangan Senat perguruan tinggi;

Persetujuan Badan Pgelenggara (untuk PTS);

Q

h. Kerjasama dengan dunia usal#auindustri untuk progranpendidikanvokasi.

Setelah permohonan rekomendasi diterinhd,DIKTdkan melakukan evaludsigalitas badan penyelenggara
berupa pemeriksaan kesesuaiatokumen huruf a, huruf b, dan huruf c.Dalam hal legalitas badan
penyelenggara belum sesuai, maka LLDiH@minta pengusuluntuk mengusulkan penyesuaian badan
penyelenggarakepada Ditjen Kelembagadptek dan Dikti.

LLDIKTI akan memberikan rekomengi&aihasil evaluasi atasotumenhuruf a sampai dengan huruftélah
memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan

Proses usul pembukaan program studi digambarkan ddiagram aliberikut:
3.1  Prosedur Pembukaan Program Studi

FLOWCHART USULAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

2z T —— Evaluasi Usulan
Non Dosan

Ugul Akun
Penerbitan
SK

Satujud

Evabuiaes| Wsulan Do an
{bersama Ditjen S0al)

Hasil Evaluasi

Validasi Hasal

Evaluiasd

Satujud
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Keterangan:

1.

no

Pemimpin Perguruan Tinggnengajukanpermintaan akunke Dijen Kelembagaan Iptek dan Dikti

melalui silemkermaistekdikti.go.id dengan melampirkasurat permohonan akurPerguruan tinggi

hanya diberikarsatu akun yang dapat digunakan untuk mengusulklih dari satu program studi

Ditjen Kelembagan Iptek dan Dikti melakukarerifikasidokumenusul akun;

Apabila permintaan akun belum disetujui maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengajuka

kembali permintaan akunApabila disetujui mak&emimpin Perguruan Tingdapat melanjutkan

proses ketahap hékutnya (unggah dakmen);

Pemimpin Perguruan Tinggienyiapkan dan mengunggah dokumaadam bentuk pdberupa:

a. Surat permohonan pembukaan program studi;

b. Rekomendasi dari LLDIKTI;

c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Prograny8hgdelah diisi dan
ditandatangarti

d. Lampiraninstrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi.

Ditien Kelembagaan Iptek dan Dikti bersama Ditjen SDID melakukan evahtasig pemenuhan

jumlah dankesesuaiarkualfikasi calon doseatau atau calon dosen dan ingktur (khusus akademi

komunitas)

Apabilapemenuhan jumlah dakesesuaiarkualifikasicalon dosen atau calon dosen dan instruktur

(khusus akademi komunitagflak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakarupe disetujui dan

Pemimpin Perguruan Tingdapat nmengunggah kembali usulan. Apabila pemenuhan jumlah dan

kesesuaiarkualifikasicalon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas)

memenuhi persyaratargkandiprosesketahap berikutnya;

Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dinthkadaangka6 dinyatakan disetujuimaka

Dirjen Kelembagaan Iptek dan Diktiemberikandt S NB& S dz2 dzI Yy mieldl® &a@an |

silemkerma.ristekdikti.go.idntuk diprosesketahap beikutnyg;

Apabilad t S NA S (i dz2 dzI ytelah diEedk&n LD K Fh¢repdafudskriterianon dosen(sarana

prasarana dan kurikulum)

Apabila hasil evaluasiriteria non dosentidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum

disetujuimaka mimpinPerguruan Tinggiapat mengunggah kembali usulan. Apaloiamenuhi

persyaratan LLDIKTIldapat memberikan rekomendasi untuk dilakukagvaluasi lapanganjika

diperlukan

10.LLDIKTinenyampaikarhasil evaluaskriteria non doserkepada Otjen Kelembagaan Iptek dan Dikti

untuk dilakukan validasi;

11.Ditjen Kelembagaan Iptek dan Diktietakukan validasi atasvaluaskriteria non dosen olehLDIKTI
12.Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratasulan dikembalikan kepadal DIKTuntuk

dievaluasi kembalApabila hasil validasaiemenuhi persyaratarDitjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi kepada Menristekdikti

13.Sesjen atas nhama Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikaygiTimererbitkan Surat Keputusan

tentang Pembukaan Program Studi.
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3.2  Prosedur Pembukaan Progm StudiBersamaanPenambahan Namdrogram Studi

FLOWCHART USULAN NAMA PROD| BARL SEKALIGUS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

rencusut | IO | i | semew

Evaluasi Usulan
Mon Dosen

waluasi Dosen
{barsama Ditjen Setuju? 1 .
SDID)

Pambaatzmn
Rekomendas]

Walidasi Hasl
Evaluas

Sty jur? &

Keterangan:

1. Pemimpin Perguruan Tinggang telah memiliki akumenyiapkan dan mengunggadiokumen dalam

bentuk pdf berupa:

a. Surat permohonan pembukaan program stbdrsamaan penambahan nama program studi

b. Rekomendasi dari LLDIKTI;

c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi yang telah diisi d«
ditandatangani;

d. Lampiraninstrumen Pemenlian Syarat Minimum Akreditgsian

e. Dokumen Penambahan Nama Program Studi

2. Direktorat Jenderal Pembmhran dan Kemahasiswaanelakukan evaluaspenambahan nama
(nomenklatur) program studli

3. Apabila mrsyaratan penambahan nama prograstudi belum disetujyi usulan dinyatakan belum
disetujui dan Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali wdanarsul pembukaan
program studi tidak diproses lebih lanjuApabilapenambahan nama program studi disetyjakan
diprosesketahap berikutnya;

4. Ditjen Kelembagan Iptek dan Dikti bersama Ditjen SDID melakukan evaluasi tentang pemenuhat
jumlah dan kesesuaianué&lifikasi calon dosen atau atau calon dosen dan instruktur (khusus akadem
komunitas);

5. Apabila pemenuhan jumlah dan kesmian kualifikasi calon dosen atealon dosen dan instruktur
(khusus akademi komunitas) tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatsam disetujui dan
Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usulan. Apabila pemenuhan jumlah d:
kesesuaian kalifikasi calon dosen atau calonsm dan instruktur (khusus akademi komunitas)
memenuhi persyaratan, akan diproses ketahap berikainy

6. Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinyatakan disetujui, mz
Dirjen Kelembagaan IpteRlF'y 5A10A YSYOSNNRBE$A af BNER 8z dz2 o
silemkerma.ristekdikti.go.id untuk diproses ketahap berikutnya;
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7. Apabir at SNES(Gdz2dzry t NPaSa [lFya2dzié (St K RAOGSN]
prasarana dan kurikulum);

8. Apabila hasil evaluasi kriteria nalosen tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum
disetujui maka Pemimpin Perguruan Tindgpat mengunggah kembali usulan. Apabila memenuhi
persyaratan, LLDIKTI dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukanagvddpangan, jika
diperlukan;

9. LLDIKI menyampaikan hasil evaluasi kriteria non dosen kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dil
untuk dlakukan validasi;

10. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi atas evaluasi kriteria non dosehIkfl;

11. Apabila hasil validasi tidak memenupérsyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk
dievaluasi kembali. Apabila hasil validagimenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan pang studi kepada Menristekdikti;

12. Sekretaris Jederal atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Sura
Keputusan tentag Pembukaan Program Studi.

*kkkkkkk
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BabV

Dokumen Pendirian dan Perubahdferguruan Tinggi Swasta serta
Pembukaan Program Studi pada PerguruBinggi

Instrumen akreditasi yang digunakan pada usul pendirian perguruan tinggi swasta dan pemgagam
studi pada perguruan tinggi terdiri dari:

1. Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi

2. InstrumenPemenuhan Syarat Mimum Acreditasi Pembukaan Program Studi (satu instrumen untuk
setiap program studi yang akan dibuka)

3. Dokumen Usul Penambahan Nama Program Studi

Dokumen sebagaimana dimaksud diataslapat diunduh melalui menu Panduan pada laman
silemkerma.ristekdikti.gadi

Dokumen/berkas lampiran yang disyaratkan di masiaging halaman terakhir instrumen diunggah
terpisah pada fitur Step Unggah Berkas yang merupakan bagian dalam proses reggsieasidi laman
silemkerma.ristekdikti.go.id
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Lampgran

Lampirana: SuratPermohonanPendirianatau PerubaharPTS dan Pembukaan Proc

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/BadadukumNirlaba Lain
Sekolahan Notobotosongo  Tibolimo

Alamat: JI. Majuterus Raya388Blumbangjero99923indonesia Telepon:
020¢ 302020Fax:020¢ 393098¢ Emait skda@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/2017
Hal TUSUL
Lampiran : Pernyataan Komitmen Pemenuhayaat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi

Instrumen Peranuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukdandi

Kepadayangterhormat,

Menteri Riset,Teknologidan PendidikainggiJl.
Pintul Senayan

Jakarta

Dengan hormat,

Melalui suratini perkenankarkami, Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Baddankum Nirlaba lain
............................ mengusulkan ..............ccccceviiiieeenneee. .o (diisBesusal jenis  usul), dengan
pembukaan programstudi sebagaberikut:

I o o To =T 415] (1 Lo | PSRRI

2. ProgramSIUdi.........cccuuueiiiiiiei e e a e e e e aaaeaas
T o (0T [ r: LIRS U o PP PO PP UPPPPRRR

4. dst.

Bersamani kamisampaikarX @dxX X X X X sebadaberikut:

Atasperhatian dan batuan Bapakkamisampaikan terim&asih.

Blumbangjero,... Januari 2017 Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty
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Lampiranb: ContohAkta Notaris PendiriarBadanPenyelenggara

35

NOTARIS
WILAYAH KERIA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUSLIX INDONESIA
NOMOR C-00. ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL JENGKEUIN 53
GUNUNG HALU - KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 - 2889959

SALINAN
AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAKX
NOMOR 01
TANGGAL :12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN “ALAMAK”
NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu

dua belas);
Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); -~
Berhadapan dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris ¢i Kabupaten Kadungora dengan Wizyah Jabatan
Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang say2, Notaris kenal dan
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta iniz —-—es
1. Tuan Sutisna, lahir i Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes,
Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Dess Dukuhatas, Ruiun
Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; ——=rer=rrrmreremrereee
Pemegang Kartu Tand2a Penduduk dengan Nomor Induk
Kepencudukan : 3228171311660002; ~—rrrrrrrermeremrereeree
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ————rrrmrereeemeee

a. Untuk diri sendiri;

b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewaidli untuk dan atas

nama:

w

2.

Nyonya MUSAROH, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952
(lima belas Juni seribu sembilan ratus ima puluh dua), Dagang,
Warga Negara Indonesa, bertempat tinggal di Kabupaten
Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor,
Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomer : 07,
Pemegang Kartu Tanca Penduduk Nomor : 1900/939160991; -
Tuan H.ROSIDI, lahir ¢i Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968

(delapan belas Agustus seribu sembilen ratus emam puiuh delapan),

Wiraswasta, Warga Negara i tinggal di K:
Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun
Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, ~——————=smmmmeeee
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor [Induk
Kependudukan : 3329161808680003; -—rrrrrrrrrrerrmrremsemmeremerees

. Tuan ROZAKI, ahir & Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 {dua

puluh enam Maret seribu sembilan ratus tyjuh puluh enam),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertemnpat Singgal di Kabupaten
Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga
Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; ~—-=—rrrmrereemreere e

. H.YUSUF, i2hir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945

(dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh ima), Wiraswasta,

Warga negara Indonesia; bertempat tinggal ¢i Kabupaten Mbrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Ruiwn

Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; «wreserreeeeees —

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; ———
Para penghadap teiah dikenal oleh saya, NoOtaris, —— e
Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut & atas, dengan ini
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; -~

bahwa guna meningkatkan kesejahteraan raikyat dan mencerdasian
kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta

mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka periu dibentuk

suatu wadah untuk

bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk

Yayasan.

bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut
merexa telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang
tunai sebesar Ro 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang
diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; -
Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap
dengan ini menerangkan telah bersepaiat dan telah bersetuju mendirian
sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar

sebagai berikut:

DASAR

semmesmeeeseseaseNAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------eseseemeeee
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Lampiranc: KeputusanPengesahamadan Penyelenggarsebagai Badafukum

ContohKeputusanMenkumham
Tentang Pengesaharyayasan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INmsm}l S
DIRFKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 2 4
N5 p
KEPUTUSAN MENTER] 1UKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESTA'
NOMOR : AHU.4489.AH.01.04.Tahun 2010

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa setclah dilakukan penclition terhadop Akta Pendirian Yayasan yang di
;ampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akia tersebut telsh
memenuhi syarat sebagaimana distur dalam peraturan perundang-undangan, schingga
dapat disahkan;

Mer_ingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

“

Peraturan Pemerintah Republik Indoncsia Nomor 63 Tahun 2008 tent
Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Repu
Indonesia_Tahun 2008 Nomor 134, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894):

MEMUTUSKAN
Menetapksn :
PERTAMA : Memberikan Pengesshan Akta Pendirian

YAYASAN DHARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NPWP : 03.068.371.8-216.000

Berkeduduk
Warga 001
sesuai de

di Jalan Jenderal Sudinnan Nomor 420, Rukun Tetangga 006, Rukun
clurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
ta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Tito

Utoyo, SHel cedudukan di Kota Pekanbaru. =2 )
r
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di!ﬂl“pﬁ.nn. .
dikembaltkan k
Ditetapkan di Jakana ~ Pekanbary
pada tanggal 25 Oktober 2010 NGRS WP ekanbary

Ac
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ContohBeritaNegara
Tentang Pengesahan
Yayasan

‘. g

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.1. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569 Kepada Yth.

Notaris Haji Muhammad Irnawan

Darori, SH, MM

Perihal : Yayasan Estu Utomo Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Lampiran: -----

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/X11/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Estu Utomo, berkeduc..kan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20
Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian
dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881
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